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PUTUSAN
Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tententu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan;
Selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak
ada, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas Timur,
Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa  penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten

Bulungan sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 98/01/XI11/2011,
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tertanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas,
Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang
isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal diTanjung Selor Kabupaten Bulungan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yaitu :

a. Ridwan umur 3 tahun 10 bulan ;
b. Ratna umur 9 bulan ;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2013 mulai tidak harmonis
karena karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab, selalu
meninggalkan rumah dan akibat perselisihan tersebut lebih kurang tahun
2016, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan di Jalan Sajau
SP.IV RT. 007, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur,
Kabupaten Bulungan, hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan
tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang
dapat digunakan sebagai pengganti nafkabh;

8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah
sangat menderita baik lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat tidak
rela;

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang
pernah diucapkannya, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai

ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
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memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus, karena
perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas
panggilan Nomor: 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 02 Februari 2016 dan
tanggal 17 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir , maka upaya
mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan
tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya
Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan
pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa :

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/01/XI1/2011 tertanggal 18
Nopember 2011, yang dikeluarkan KUA Tanjung Palas, Kabupaten
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Bulungan, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti

dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya,

kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P_;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
yaitu :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi
saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjung Selor dan telah karuniai
dua orang anak ;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak
harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan
dalam pertengkarannya Tergugat pernah memukul Penggugat,
Penyebabnya Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat
mudah marah;

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah rumah, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap
membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bersedia
menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjung Selor dan telah karuniai
dua orang anak ;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sudah
tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan
dalam pertengkarannya Tergugat pernah memukul Penggugat, namaun
Penyebabnya saksi tidak tahu, hanya Tergugat pernah cerita kepada
saksi, Tergugat pernah memukul Penggiugat ;

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
rumah, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap
membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara
pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi
sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata
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pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah
maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak
2013 mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering ringan tangan kepada
Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab, selalu
meninggalkan rumah dan akibat perselisihan tersebut kurang lebih tahun 2016,
Tergugat pulang kerumah tuanya di Jalan Sajau SP.IV RT.007, Desa Sajau
Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, hingga sekarang
dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada
suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
ditandai dengan P., berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta
dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 301
ayat (2) R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka
berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap
kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama
berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat
berdomisili di Kabupaten Bulungan yang menjadi yuridiksi Pengadilan Tanjung
Selor, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009,
Pengadilan Agama Tanjung Selor secara relative berwenang mengadili perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka menjadi terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai
pihak dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat
tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan
atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasa 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk
mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan
saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama
SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal
di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan SAKSI Il, umur 49
tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang keterangannya sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah terhadap peristiwva yang didasarkan atas penglihatan dan
pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka
berdasarkan pasal 307 R.Bg. keterangan tersebut dapat diterima untuk
dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah menikah pada
tanggal 16 Nopember 2011, Akta Nikah Nomor 98/01/XI11/2011,
tertanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung

Palas, Kabupaten Bulungan ;
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- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dalam pertengkaran Tergugat pernah
memukul Penggugat, penyebabnya Tergugat cemburu dan Tergugat
sering marah-marah tanpa sebab;

- Bahwa sejak bulan desembe 2015 Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah rumah, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Pengugat dan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar
tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka
menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2015 telah berpisah,
selama berpisah tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak
berkomunikasi lagi, maka telah menjadi petunjuk bagi majelis bahwa
perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak
ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai
Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan
terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga
yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang
terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah
dan menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada
“apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugugat masih ada harapan untuk

hidup rukun lagi”;
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Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap
hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan
Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut
dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor
1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi,
oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi
Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan Penggugat
beralasan dan tidak melawan hak, sehingga Gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg namun demikian Majelis Hakim
memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai
pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman

159 sebagai berikut :
e aSall ydanll 5 s seall g law oo =i ) 4 il o juzaal Haai

Artinya ; "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan penggugat,
menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya “,

Maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan
yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
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perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap
penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas,
Kabupaten Bulungan, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Selor dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten
Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 24 Februari

2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 H oleh kami H.

ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, SH dan

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan

putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B,

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya

tergugat.

Anggota Majelis | Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
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H. SUBHAN, S.Ag, SH H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H
Anggota Majelis Il

Ttd. Panitera Pengganti
MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI Ttd.

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran © Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 475.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah . Rp 566.000,-
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